~

WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROPINSI SUMATERA UTARA
"PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : O} TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG

Menimbang

Mengingat

BERSIFAT WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

bahwa pelaksanaan administrasi Pemerintahan harus

tetap dijalankan walaupun APBD Tahun Anggaran
berjalan belum ditetapkan dalam peraturan daerah dan
ditempatkan dalam Lembaran Daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD
tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan
dalam lembaran Daerah dan pasal 61 ayat (3),
menyatakan bahwa pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wa jib;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam

Lingkungan  Daerah  Propinsi Sumateras  Utara.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nmor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
UU Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomnr 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -~ Undangan
(lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  nomor
5587)sebagaimana beberapa kali diubah yang terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat I Asahan
(LNRI Tahun 1987 Nomor 41, TLNRI Nomor 3361);

Peraturan Pemerintah Nomor. 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
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Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standard akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);




26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir;

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA YANG

BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT
WAJIB

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

N o

10.

11.

Daerah adalah Kota Tanjungbalai;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Tanjungbalai;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah Puskesmas se-kota Tan jungbalai;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /
pengguna barang; '

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh tempat
penerimaan;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan besih;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yg
selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;




12. Bendahara Umum Daerah yang selan jutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerab,;

13. SPM - LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA SKPD kepada Pihak Ketiga;

Pasal 2

BUD dapat melakukan pengeluaran kas sebelum APBD Tahun Anggaran
berjalan ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Daerah atas
permintaan SKPD dengan mengajukan SPM-LS, untuk belanja yang bersifat
mengikat dan bersifat wajib.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat dimaksud pada pasal 2 adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah
dengan Jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun
anggaran bersangkutan terdiri dari:

Belanja Pegawai yaitu :

1. Belanja gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
Belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota;
Belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil;

Belanja gaji tenaga honorer;

Belanja Operasional Walikota dan Wakil Walikota;

Iuran Asuransi Kesehatan.

luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

NoO U s LN

Belanja Barang dan Jasa yaitu :
1. Belanja Rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
2. Belanja Bahan bakar minyak kendaraan pejabat dan kendaraan
Operasional;
3. Belanja alat tulis kantor;
4. Belanja Barang Cetakan.

Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib dimaksud pada pasal 2 adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat yang terdiri dari :

a.
b.

C.

Belanja bahan obat-obatan, kebutuhan rumah sakit dan puskesmas;
Belanja bahan makanan pasien rumah sakit;

Belanja jasa listrik, air dan telepon yang dibayarkan langsung kepada
pihak ketiga;

Bunga pinjaman dan belanja hutang pokok pinjaman.




Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 januari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal [0 Januari 2017
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pada tanggal |0 Januari 2017
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.
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